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Membangun

Argumen tentang

Dinamika dan
Tantangan
Demokrasi

yang Bersumber
dari Pancasila

Mendeskripsikan
Esensi dan Urgensi
Demokrasi
Pancasil

Rangkuman Esensi
dan Urgensi
Demokrasi
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%é Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika . B &
% ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi. Q
\ g . . . : : = N/
e Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, &

UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang
mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan
segala keterbatasannya. Sejak semula

UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai
UUD kilat yang akan

terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika
konstitusi yang

terjadi di Indonesia adalah sebagai be
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Masa Berlakunya
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dengan 17Agustus 1950

27 Desember
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Masa Konstitusi RIS 1949



Antara lain = Pembukaan Kekuasaan tertinggh di Menyempurmekan aturan

« Amandemen UUD 1945 - Batang Tubuh tangan MPR dasar mengenai:
- Penghapusan Dokirin » 16 bab « Kekuasaan yang sangat - Tatenan negara
Dwi Fungs ABRI » 17 pasal besar pada Presiden Kedaulatan Rakyat
Penegakan hukum, » 49 ayaf + Pasal-pasal yang berlaku HAM
P rose S pe ru b a h q n HAM, dan » 4 pasal Aturan luwes” sehingga Pembagian kekuasaan
pemberantasan KKN Peraliban menimbulkan multicafsir Kessiahteraan Sosial
Cionoml Daerah 2 ayat Aturan Kewenangan pada « Eksistens! negara
U U D N R I yq n g Kebebasan Pers Tambahan Presiden untuk demokrasi dan negara
Mewujudkan kehidupan « Penjelasan mengatur hal-hal hubeim
o demakrasi peiting dengan Hal-hal lain tesuat
d I I a k u kq n O I e h undang-undang dengan perkembangan
Rumusan UJD 1945 aspaasi dan kebutuhan
tentang semangat bangsa
M P R d a pqt penyelengoara negara
belum cukup didukiung

d A ketentuan konstitus

digambarkan => =

sebagai berikut:

* Pembukaan « Sidang Urmum MPR 1255 « Tidak mengubah - Pasal 3UUD 1945
« Pasal-pasal; Tanggal 14-21 Okr 1999 Pembukaan UUD 1945 « Pasal 37 UUD 1945
« 21 bab « Sidang Tahunan MPR « Tetap mempertahankan - TAPMPR
* 73 pasal 2000 Tanagal 7-18 Agt Negara Kesatuan Mo X/ MPR/1999
» 170 ayat J000 Republik Indonesia « TAFMPR
» 3 pasal Aturan * Sidang Tahunan MPR Mempertegas sistem No.lX/MPR/2000
Peralihan 2001 Tangaal 1-9 Nov presidensiil « TAPMPR
» 2 pasal Aturan 2001 Penjelasan UUD 1945 No XI/MPR/1001
Tambahan » Sidang Tahunan MPR yang memuat hal-hal
2002 Tanggal 1-11 Agt nomatif akan
2042 dimasukkan ke dalam
pazal-pasal
Perubahan dilakukan
dengan cara

."- -!




Dalam upaya mempertegas | @ =
pembagian kekuasaan dan Susuran Dowan Pervakian
menerapkan prinsip Presyedcian Rakys# bersiiang sedikiinya sekali dalam

saling mengawasi dan
mengimbangi yang lebih ketat
dan transparan, maka
ketentuan mengenai DPR
dilakukan perubahan.
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Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) diatur dalam dua
pasal, yaitu Pasal 22C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D

dengan 4 ayat. ‘
A 4
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Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu ,;’:.m
proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama .iv‘{‘
a%% menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. f«{'é'\\\z;
ﬁ Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, {f‘,f
ﬁ pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara ’3@9
& yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila- Cj
E\S’Pﬁv sila Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara o2
:”r’ Republik Indonesia tahun 1945. )
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Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari
derasnya arus yang bersandar
pada otoritas materi, seperti liberalisme,
kapitalisme, komunisme, sekularisme,

pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus

kepribadian bangsa yang
berkarakter nilai-nilai Pancasila




1. Kehidupan Demokratis yang dikembangkan
2.Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi
dalam Kehidupan Berbangsa Negara
3.Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila s
4.Pentingnya Demokrasi Pancasila
5.Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan
Pemimpin Politik dan Pejabat Negara
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Pengertian Esensi Demokrasi Pancasila

Pengertian Esensi Demokrasi Pancasila yaitu
suatu pelaksanaan sistem pemerintahan yang
sesuai dengan butir-butir Pancasila.

Pengertian Urgensi Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah pentingnya demokrasi Pancasila sebagai
sistem pemerintahan Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari
bahasa yunani kuno yaitu deemos yang berarti rakyat dan kratos

yang berarti pemerintahan.
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